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ABSTRAK

Widya Dharma Wouarlela“Analisis Penyusunan Perencanaan Anggaran
Pemerintah Daerah di BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang (Manajemen Syariah)
(dibimbing oleh Bapak. Zainal-said dan Ibu Damirah).

Penelitian ini membahasan tentang Penyusunan perencanaan anggaran
pemerintah Daerah di- kantor Bappeda Kab. Sidenreng Rappang. Tujuan dari
penelitian ini yaitu untuk mengetahui manajemen yang digunakan dalam
penyususnan APBD pada kantor Bappeda kab. Sidenreng Rappang dan Untuk
mengetahui  kesesuaian Manajemen Syariah dalam Proses Penyusunan
Perencanaan Anggaran. Dengan diterapkan adanya peraturan-peraturan tersebut
pemerintah diharapkan dapat menunjukkan kualitas yang baik dan hal ini
merupakan cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan.

Metode Pengumpulan data“yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Observasi yaitu mengamati objek-objek yang diteliti, dan dengan menggunakan
teknik wawancara yaitu instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk
memperjelas data yang dipandang masih kurang jelas dan melakukan wawancara
kepada 6 orang pegawai Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hasil penlitian ini menunjukkan bahwa 1). Dalam penyusunan perencanaan
anggaran pemerintah daerah di kantor Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang
didasarkan dengan menggunakan fungsi Perencanaan (pengarah, minimalisasi
ketidak pastian, minimalisasi pemborosan dan pengawasan) sehubungan dengan
ini Proses penyusunan perencanaan anggaran sudah sesuai dengan Manajemen
yang ada. Dan penyusunan perencanaan.anggarannya pun sudah tepat waktu dan
memenuhi aturan yang di tentukan dari pemerinrah Pusat. 2). Setelah melalui
proses analisis maka diperoleh<hasil bahwa penyusunan Perencanaan Anggaran
Pemerintah Darah di kantor Bappeda Kab. Sidenreng Rappang telah sesuai dengan
Manajemen Syariah.

Kata Kunci : Penyusunan Perencanaan Anggaran. Remerintah Daerah
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BAB |

1.1 Latar Belakang
Pengelolaan a utama bagi para

pengambilankeputu intah baik di tingkat upun daerah. Sejauh ini

Jiberlakukan

dalam '''''' PD1ldKa PDENQEI0Iddll d 2 ng mampu

kebutuhan masyarakat.

undang (UU) Nomor 3 ) pemerintah

UN

3 Tahun 2004 tentang )anga ngan antara

Sat da membawa perubahan f tal de a perubahan

ligus' membawa.perubahan penting.dalam pengelol: angan.
sebagai ’ﬁ" ksanakan strategi isasi harus
2paik-baiknya "! bias atau penyimp Oleh karena

saan dalam

" PAREPRARE™™

mengawasi

Eksekutif sebagai penyelenggara pemerintah dan legislatif selaku lembaga

wakil rakyat harus mampu menyusun anggaran yang ekonomis, efesien, dan efektif

'Halim, Damayanti, Pengelolaan Keuangan Daerah, (Yogyakarta: Seri Bunga Rampai,
2010), h.35.
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agar setiap pengalokasian anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggung jawabkan
kepada publik.
Anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi

seluruh kegiatan perusahaan/organisasi yang dinyatakan dalam unit kesatuan

moneter yang berlaku untuk jan (periode). Dan alat manajemen dalam
mencapai suatu tujuan.’
ntang pemer yang diperbaharui dengan
egeri (Permendagri 2017 tentang pedoman
018 menjadi

okok-pok

rah yusunan, pembahasan

emb Daerah (Bappeda) Kab
Ja vi Bappeda Kabupaten Si

dalam F Bap abupaten Sidenreng Rappa

enreng Rapp

pemerataan pembangunan terkhusus di' wilayah infrastruktur sekiranya akan lebih
mampu menambah pendapatan daerah itu sendiri karena pembangunan infrastruktur

akan memicu kelaancaran roda perekonomian di kabupaten sidenreng rappang.

“Sahala Manalu, S.E., M.M., Stevi jimri Poluan, ST.MM., Cara Akurat Menyusun
Penganggaran Perusahaan Manufaktur, (Malang : 2018), h. 11.
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Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya serta untuk melaksanakan tugas
yang dibebankan oleh rakyat, Pemerintah khsusnya pada Bappeda Kabupaten
Sidenreng Rappang maka harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk

mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Rencana-rencana tersebut disusun secara

matang yang nantinya dipakai sebag an dalam setiap langkah pelaksanaan
tugas negara.
nitah untuk  melaksanakan
dituangkan dalam bentuk

Sidenreng

erataan, keadaan yang
daerah serta antar daer
a apabila kegiatan AP
ahun 2017 menjelaskan ba unan APBD
an 2018, pe wan Perwaki kyat Daerah

erhatikan hal A harus tepat yaitu paling

31 Desembe lam pasal 116 2) Peraturan

Pengelolaan

or 32 Tahun

Sejalan dengan hal tersebut pemerintah daerah harus memenuhi jadwal proses
penyusunan APBD, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA

(Kebijakan Umum Anggaran) dan Rancangan Proritas Plafon Anggaran Sementara

*pemerintah Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, h. 5.
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(PPAS) kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir
bulan Juli tahun 2018.*
APBD Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada dasarnya memuat

rencana keuangan daerah dalam melaksanakan kewenangan untuk

penyelenggaraan pelayana iode anggaran. Tahun anggaran
APBD meliputi masa i dari ari sampai dengan tanggal

31 Desember. Namun padz piasanya bergeser dari 31

maka setiap

alokasi uaikan dengan tingkat an dicapai.

Sehingg j daerah dapat diukur dap laporan
APBD.

man Syariah, Permasalahan uta renca \nggaran Di

gan adalah ana dan al pengeluaran.

Syariah pada rupa penetapan sye alalan dana,

masukan m

a, tidak pe irencanakan

injaman P*RHEMRSE riba atau

faatan dana

bagi suatu
organisasi/pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya pada

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sidenreng

*Hendra Kariangan, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah perspektif
Hukum dan Demokrasi (Bandung: Kencana, 2011), h. 23.
Nurkholis,moh. Khusaini,Penganggaran Sektor Publik, (Malang: UB Press, 20019), h. 23.
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Rappang, maka anggaran tersebut harus disusun secara baik dan sistematis sesuai
dengan aturan dan UU vyang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, maka
penelitian ini berfokus pada Analisis Penyusunan Perencanaan Anggaran Pemerintah

Di Kabupaten Sidenreng Rappang (Manajemen Syariah).

1.2. Rumusan Masalah
1.2.1. Bagaimana manaje melakukan penyusunan APBD
di Kantor BAP. . Sidenreng

1.2.2. Bagaimana Penyusunan Anggara rintah Daerah di Kab.

an mengnalisis mana akan dalam
ada kantor BAPPEDA
esuaian Manajemen S Penyusunan
naan ran.

1.4. Ke( Penelitian

1. Hasi tian ini di ha an sumbangs iran kepada

daerah dap ArnoE Pﬁan E

1.4.2. Kegunaan Praktis
1. Bagi Peneliti Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan dan
sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti

peroleh selama di perkuliahan.
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2. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan saran kepada Pemerintah
daerah khususnya kepada PemerintahDaerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan

Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang serta bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

13l

PAREPARE
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1.Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terkait dengan ProsesPenyusunan Anggaran Pemerintah

khususnya pada BAPPEDA bukan ng baru. Sebelumnya telah ada peneliti
perbedaan dengan peneliti

erencanaan penyusunan

i AMKOP
ggaran dan
as Pemberdayaan Masy
an Anak Kabupaten : enelitian ini

ggaran di Dinas Pemb

dan perlindungan anak Jimulai dari

usunan ang OPD harus

udian di su alam RKA,

dan kegiat s sinkron de si, misi dan

o g e s v

) merupakan
p-prinsip dalam
peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka
pencapaian prestasi kerja, dengan memperhatikan, indikator kinerja, capaian atau
target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, serta standar pelayanan

minimal. Perencanaan tahunan atau renja merupakan tahapan awal perencanaan yang
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dilaksanakan setiap tahun yang setiap awal tahun disusun untuk pelaksanaan program
dan kegiatan tahun berikutnya.
Penyusunan rencana anggaran diawali dengan penyampaian edaran Bupati

tentang pedoman penyusunan anggaran, hal tersebut menjadi acuan dalam

penyusunan draf renja, setelah itu di anjuti dengan pelaksanaan Musrembang,

dari hasil Musrembang dib apkan RKPD yang selanjutnya

menerbitkan KUA-PP gal acuan penyu A OPD yang kemudian
ditetapkan dengan Dokt pelaksanaan Anggaran (L . Proses dan tahapan
2suai dengan
Jaerah yakni
ana kerja pemerintah da

ggaran selama tiga t akni tahun

201 lami penurunan capaia )15 97,26%,

tahun 2 ,49% ahun 2017 menurun yakni 2017 jumlah

galami penin n 2017 terd unsur yakni

urusan Anak serta PMD, akan
tetapi re urunan hanya apai 93,12%
karena an anggaran

sehingg al pada saat itu
terjadi kek anggaran tidak
tercapai 100%.

Pembuatan laporan realisasi pada Dinas PMD,PP dan PA Kab. Dantaeng telah
dilaksanakan sesuai dengan standar akuntani pemerintahan (Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010) yakni mulai pada tahap penyusunan anggaran pendapatan dan
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belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja sampai dengan
penyusunan laporan keuangan yang mencakup pendaapatan, belanja, dan modal.®
Judisty Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam

Ratulangi Tahun 2014, dalam penelitiannya berjudul “Analisis Penyusunan

Anggaran Pada Kantor Kelurahan k ecamatan Singkil Kota Manado Tahun
penyusunan anggaran di Kantor
Kelurahan Karame Ke i 3 lai dari pengumpulan data
didasarkan pada
Singkil Kota

iap strategi

nggaran 2014 sebagai pantu dalam

gsi Kantor Kelurahan Singkil Kota

eneli ng diperoleh, kemudian an peraturan

yang bg Kelurahan Kecamatan
Singkil . ah sesuai Pemen 0.27 Tahun

PAS hingga

satuan pada kantor
Kelurahan Kara Kecamata ! a Mana 3 ajikan dalam bentuk
siklus anggaran daerah. Kiranya diharapkan pada penyusunan anggaran di tahun

selanjutnya.

®Nurbaya, Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng
(Bantaeng : Program Studi Ekonomi Sekolah Tinggi IImu Ekonomi AMKOP, 2018).

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Kantor Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado harus lebih baik
lagi dalam menyusun anggaran tahun selanjutnya, agar dapat menyajikan dokumen
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) yang efisien dan
efektif. Untuk itu, Kantor Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado lebih
banyak mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para pegawainya yang
tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM namun juga dapat
menghasilkan RKA-SKPD yang transparan, efisien dan efektif demi tujuan
pembangunan kesejahteraan masyarakat.”

Fitra Amalia Nur Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Hasanuddin Makassar Tahun 2014 dalam penelitiannya berjudul “Analisis
Penyusunan Anggaran Belanja Daerah Berbasis Kinerja Pada Biro Umum dan
Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan”. Hasil penelitian ini
menunjukkan penyusunan anggaran berbasis kinerja difokuskan pada Biro Umum
dan Perlengkapan Sekretariatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dilakukan
guna menganalisis pelaksanaan: penyusunan anggaran berbasis kinerja apakah telah
dilakukan secara efisien dan efektif, sedangkan periode waktu analisis pelaksanaan
anggaran berbasis kinerja.

Penganggaran berbasis | Kinerja -yang | disusun oleh Biro Umum dan
Perlengkapan Sekretariatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan metode
penganggaran bagr manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang ditujukan
dalam kegiatan dengan keluaran dari hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam
pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dari hasil tersebut dituangkan dalam

target kinerja pada setiap unit kerja. Perencanaan aktivitas pelaksanaan penyusunan

"Judisty Kaumbang, Analisis Penyusunan Anggaran Pada Kantor Kelurahan Karame
Kecamatan Singkil Kota Manado Tahun Anggaran(Manado: Jurusan Ekonomi dan Bisnis, 2014).



anggaran berbasis kinerja, khususnya pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ditekankan pada Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran.

Berdasarkan data penelitian yakni Rencana Kegiatan dan Anggaran dan

Dokumen pelaksanaan anggaran ahun terakhir (2012 dan 2013) yang

diperoleh dari Biro Umum._d ariat Daerah Prov9insi Sulawesi

Selatan, maka dalarr

aran belanja

belanja yang

pelaksanaan

mum dalam

aran sudah

sunan Ma

ditetapkan

elanja yang
satuan yang
yang ditentukan baik dala , : : 3 an standar biaya

yang telah ditentukan. ®

8Fitra Amalia Nur, Analisis Penyusunan Anggaran Belanja Daerah Berbasis Kinerja Pada
Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, (makassar : Jurusan
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar2014).
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2.2.Tinjauan Teoritis
2.2.1. Teori Perencanaan
Menurut Bintoro Tjokroaminoto dalam Husaini Usman adalah proses

mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk

memcapai tujuan tertentu. Prajudi osudirjo  dalam Husaini Usman juga

berpendapat bahwa perenca n_dan penentuan tentang sesuatu

yang akan dijalankan gka mencapai tu ntu, siapa yang melakukan,

pagaimana cara melakuka eori ini terdiri dari empat

mbangkan sebuah teori
room dari teorinya adal
akan menghasilkan has
nilai positif baginya.
sebut dapat di

kata lain iv

perhatian, kedua, tujuan-tujuan mengatur upaya, ketiga, tujuan-tujuan meningkatkan
persistensi, dan keempat, tujuan-tujuan menunjang strategi-strategi dan tencana-

tencana kegiatan.
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c. Reinforcement Theory (Teori Penguatan)
B.F.Skinner mengemukakan, teori ini didasarkan atas hukum pengaruh.
Tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung untuk diulang, sementara tingka

laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk tidak diulang. Rangsangan yang

didapat akan mengakibatkan atau me asi timbulnya respon dari seseorang yang

selanjutnya akan menghasi ang akan berpengaruh pada
tindakan selanjutnya.
erjadi secara berkesine gan akan menjadi suatu
ingga S jaga untuk
ositif.’
1. anaan
gai pengarah
n akan menghasilkan upay uatu dengan
perencanaan
psan sumber
agian-bagian
ang jelas dan

an dari apa

926-dyash. blogspot.com/2010/12/teori-motivasi-isi-danproses.html?m=1. (diakses pada 02
Juli 2019,pukul 19.35).
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b. Perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian
Pada dasarnya segala sesuatu di dunia ini akan mengalami perubahan.
Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan sering

kali sesuai dengan apa yang Kita pikirkan, akan tetapi tidak jarang pula malah

di luar perkiraan kita,senhingg imbulkan ketidakpastian bagi perusahaan.

Ketidakpastian inilah melalui kegiatan perencanaan.

tian yang mungkin akan

osan sumber

digunakan. Jika pere lengan baik,

er daya yang diperl bagaimana
untuk penggunaan lebih baik
um kegiatan dijalankan. pemborosan

rkait dengan sahaan akan

inimalisasi aan menjadi

S
5 yang harus
dalam fungsi
pengawasan manajemen. Dalam ‘perencanaan, perusahaan menentukan tujuan
dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pengawasan,
perusahaan membandingkan antara tujuan yang ingin diccapai dengan

realisasi di lapangan, mengevaluasi penyimpangan-penyimpangan yang
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mungkin terjadi, hingga mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk
memperbaiki Kinerja perusahaan. Dengan pengertian tersebut, maka
perencanaan berfungsi sebagai penetapan standar kualitas yang ingin dicapai

oleh perusahaan.’®

2.2.2. Teori Penyusunan
Kata penyusunan b susun artinya kelompok atau

kumpulan yang tidak & anyak, sedangka ian dari penyusunan adalah

an memproses data atau kumpulan data yang

dalah unsur penyeleng intahan oleh

an Perwakilan Rakyat D ytotnomi dan

rinsip otonomi seluas-I dan prinsip

peraturan

perundangan.

OErni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajeme, (Jakarta: Kencana,
2006), h. 97-98.
YFadillah Amin,Penganggaran di Pemerintah Daerah, ( Malan: UB Press, 2019), h. 14.
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f. Pemerintah daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yuridiksinya.
Dikaitkan dengan fungsi umum pemerintahan maka unsur-unsur pemerintahan
daerah di atas masih ditambah dengan Pemerintah daerah melaksanakan

pembangunan daerah dan memberdayakan masyarakat daerah dalam wilayah

puridiksinya.
2.2.4. Teori Anggaran P
lah suatu re gan tahunan pemerintah

wan Perwakilan Rak

ran dalam organisasi se
ang cukup rumit dan politis yang
g muatan politis yang c peda dengan
usahaan swasta yang muatan kecil.

an Anggara

a. an sebagai formal dalam me
i dana.
b. rikan batflhsnnE P*\HEI dan dig
c. g na sehingga

d. Merasionalkan sumber dana dan investasi dana agar dapat mencapai hasil

yang maksimal.

2Dr. Hendra Karianga, S.H, M.H., Carut Marut Pengelolaan Keangan Daerah Di Era
Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik, ( Depok: Kencana, 2017), h. 47.
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e. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran, lebih
jelas dan nyata terlihat
f. Menampung dan menganalisis serta memutusakan setiap usulan yang

berkaitan dengan keuangan.*®

2.2.5. Teori Manajemen Syariah

Manajemen dalam b an idarah. Idarah diambil dari
perkataan adartasy-s perkataan ‘ada ga dapat didasarkan pada
kata ad-dauran. Secare annya sebagai alat untuk

pemimpinan,

rkenaan dengan unsur- suatu proyek

hasil yang di targetkan

adalah perilaku yang terk gan ai keimanan

dan ke . Jika setia terlibat dala

an nilai tauhi kunya akan t li dan tidak
terjadi | KKN (korupsi, e).?

menyadaFn)n)Epi R Eg maha yaitu Allah
SWT. al yang buruk.

MR
Ve OJJ (

1

—A= 5 e Jixs 55 - V= 85 Tas 85 JWaks dass o0

Bhttp://nichonotes.blogspot.com/ penganggaran-definisi-fungsi-manfaat (diakses pada 14 Juni
2019,pukul 15.20).

Y“Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yokyakarta: AMP YKPN, 2005), h. 175-179.

®pr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc dan Hendri Tanjung, S.Si., M.M, Manajemen Syariah
Dalam Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 5.
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Terjemahannya :

“Dan diatara mereka ada orang berdoa : “Barang siapa yang
mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat
(balasan)nya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrah
pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula. ”.(az-Zalzalah: 7-8).°

1. Prinsip-prinsip Manajemen Syariah

a. Menegakkan keadila ndamental dalam ideologi Islam.

Pengelolaan ng-potong, tanpa mengacu

kepada stat set finansial, kelas inan religius seseorang.
rial seorang
.......... U syawarah, konsu kerjasama
dan dengan
teri manajemen Islam yawarah dan

enangani persoalan.

C. manajer yang profesio : petensi, baik
al, manajerial dan intelektual erjaan yang

atau yang aka sesuai de )idang  atau

an
an mem sebuah

et(pradigma,nilai dasa kiaﬁanE dasar) ya asional dan

PAREP

manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan akal, keturunan dan
harta benda mereka. Secara terperinci tujuan manajemen Syariah meliputi :

a. Menerapkan Syariat Islam dalam beribadah, muamalat dan hukum.

'8 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahan Bahasa Indonesia, h.
99.
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b. Memakmurkan bumi yang telah di wajibkan Allah kepada hambaNyayang
menuntut pencurahan upaya materi dan intelektual untuk pemanfaatan
daratan dan lautan.

c. Menegakkan kekhalifahan di muka bumi yag merefleksikan perangkat

hukum pemerintahan dan me hubungan di antara anggota masyarakat.

d. Membentuk ma y.adil dan sejahtera, masyarakat

yang memilik beribadah kepa dengan benar.'’

dan targe
egi untuk mencapai tuju
er-sumber daya yang di

ar/indikator keberhasil tujuan dan

2. engorganisasi

1 khusus, pen cara terbaik

menetapkan prosedur yang di perlukan.

" Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 250.

BErni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen (Jakarta : 2006), h.
11.

1% sondang P dan Siagian MPA, fungsi-fungsi Manajerial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h.
60-70.
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b. Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewengan
dan tanggung jawab.
c. Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber

daya manusia/tenaga kerja.

d. Kegiatan penetapan sumbe anusia pada posisi yang paling tepat.?
3. Fungsi Pengimplement
nbinbingan, dan pemberian

epada te i ekerja secara efektif dan efisien

kan yang ditetapkan.

jemen adalah usaha sist ntuk pkan standar
anaan sasarannya guna men siste masi umpan

standar yan ditetapkan

ulu, menentukan enyimpangan (dev an mencatat

ya penyimp ambil tindak diperlukan

astikan Mﬂﬂpﬂﬂﬂsahaan d

atkan secara

ikan bahwa
semua fungsi manajemen dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat diketahui

melalui proses control dan pengawasan. Dalam hal ini untuk mencapai tujuan

2Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, ( Jakarta: Kencana
2006), h. 11.

?Malayu S.P dan Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah, ( Jakarta: Bumi
Aksara, 2007), h. 245.
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secara efektif bila sebuah organisasi atau seorang manajer melaksanakan langkah-
langkah yang terstruktur secara baik, dengan dirangkaikan dengan fungsi-fungsi
manajemen secara sistematik agar tercapai suatu tujuan tertentu apabila mengikuti

alur fikir diatas.

Dalam Al-Qur’an di sebut i berikut: Q.S.Al-Bagarah ayat 201-202

Terjemg

% ami, berilah
kan di dunia dan kebaik i iharah kami
neraka”. Mereka itul g mendapat

ri pada yang mereka u sangat cepat
n-Nya.**

2.3. Ti Penjelasan Judul)

atu rencana

Daerah pasal 1 a . ' - ara). APBD
merupa ap tahunnya
dengan peraturan Daerah. Selain itu APBD juga memiliki fungsi otoritas,
perencanaan,pengawasan,alokasi,distribusi, dan stabilitas. Semua barang yang dibeli

atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah disebut

2Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahan Bahasa Indonesia, h.
49
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sebagai Barang Milik Daerah (BMD), BMD diperlukan untuk penyelenggaraan
urusan pemerintah daerah dengan tujuan mempercepat kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan umum dan daya saing daerah sebagaimana dinyatakan

dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.?

2. Unsur-unsur APBD adalah sebagai
a. Rencana kegiatan sua 1ya secara rinci.
b. Adanya sumber ah yang merupa minimal untuk menutupi

..... n dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang

biasanya 1 tahun.
dapatan dan Belanja Da

3. Terdz Anggran pendapatan da h yaitu :

g diakui seba ambah nilai

h dalam priode t utan dan tidak pe yar kembali

oleh dal endapatan da nerimaan ua lui rekening

kas um yang memnje pi“n daerah ih

yang menjadi

hak Pemerintah Daerah (PEMDA) yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan

“Nurkholis, Moh. Khusaini,Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja, ( Malang: UB
Press, 2019), h. 23.

24Sri Mulyani, Analisis dan perancangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah,
(Bandung: Abdi Sistematika, 2016), h. 104.

*Nurkholis, Moh. Khusaini, Penganggaran Sektor Publik, (Malang: UB Press, 2019), h. 23.
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bersih. Dalam arti luas pendapatan daerah adalah semua pemerintah kas daerah yang
menambah ekualitas dana dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak
pemerintah daerah.?

c. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah ersumber dari pengelolaan APBN yang

dialokasikan kepada daera ebutuhan daerah dalam rangka
desentralisasi.
2.3.2. Konsep
najemen ini
ketauhidan,

bisa dilihat

atau Dia
yang saling
bertentangan keganasan

sebagi enjelaskan
berulaw gar mereka

a tidak akan
sama. Manajemen Syariah membahas soal sistem. Sistem ini disusun agar perilaku
pelaku di dalamnya berjalan dengan baik. Sistem pemerintahan Umar bin Abdul

Aziz, misalnya, adalah salah satu yang terbaik. Sistem ini berkaitan dengan

%®Barata, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, (Jurnal
Ekonomi PPs UGM, 2004), h. 90.
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perencanaan,organisasi dan kontrol. Islam pun telah mengajarkan jauh sebelumnya
adanya konsep itu lahir, yang dipelajari sebagai manajemen ala Barat.”’
1. Manajemen sebagai ilmu

Sebagai ilmu, manajemen termasuk sesuatu yang bebas nilai atau

berhukum asal mubah. Konseku pada siapaun umat Islam boleh belajar.

Berkaitan dengan ini, ataan Imam Al Gazali dalam
liImu. Beli i ilmu dalam dua kategori
asuk dalam
yah, Ulumul
Tafsir, dan sebagainya.

sebagai fardhu kifayah, ib dipelajari

bagian dari kaum musl asuk dalam

mu-ilmu kehidupan yang m Jetahuan dan

serta ketera rti ilmu kimia i, fisika dan

en.
2. Mang sebagai Akti

ranah akpn anrF\ka E1wa kebe manajemen
sebagai K entasi Islam
dalam Va ai-nilai Islam

terwujud pada di fungsikannya Islam sebagai kaidah berpikir dan kaidah amal dalam

kehidupan. Sebagai kaidah berpikir, agidah dan Syariah difungsikan sebagai asas dan

2" Didin & Hendri, Manajemen Syari’ah dalam Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2003),h. 48.
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landasan pola pikir. Sedangkan sebagai kaidah amal, Syariah di fungsikan sebagai
kaidah amal, Syariah di fungsikan sebagai tolak ukur (standar) perbuatan.
Karenanya, aktivitas manajemen yang dilakukan haruslah selalu berada dalam

koridor Syariah, Syariah harus menjadi tolak aktivitas manajemen. Senafas dengan

visi dan misi penciptaan dan kem seorang, maka Syariahlah satu-satunya

yang menjadi kendali ama laku bagi setiap Muslim, siapa

pun, kapan pun dan . Inilah seb jabaran dari kaidah ushul

rupakan model konse imana teori
ai faktor yang telah dii
ang baik akan menjelaskan teo

akan di telit erlu dijelask ungan antar

nden dan depende

t Sugiyono,

ri berhubpncmilpii R(E yang tela entifikasikan
»

alur peneliti

kan model ual tentang

Dengan melihat konsep dan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka
dapat dibuat skema yang dijadikan sebagai kerangka pikir untuk melakukan

penelitian yang teratur dan terarah, yaitu sebagai berikut .

83ugiono, metode penelitian pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif, danR&D,
(Bandung: Alfabeta, 2010), h. 91.
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2.5.Bagan Kerangka Pikir

PENYUSUNAN ANGGARAN

PERENCANAAN
[

A\ 4

FUNGSI PERENCANAAN 1. HARAPAN

2. PENETAPAN TUJUAN

1. PENGARAH 3 PENGUATAN

2. MINIMALISASI KETIDAK
PASTIAN

3. MINIMALISASI PEMBOROSAN

4. PENGAWASAN

MANAJEMEN SYARIAH

1. Menegakkan keadilan.
2. Melakukan musyawarah.
3. Profesional.
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BAB Il
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan pembahasan ini meliputi beberapa hal

yaitu jenis penelitian, fokus penelitian dan sumber data®® yang digunakan, teknik

pengumpulan data, dan teknik anali a untuk mengetahui metode penelitian
dalam penelitian, maka urai
3.1. Jenis penelian

Peneliti ini_menggu f, dan C i yang dilakukan
dilakukan
data jan  melihat

deng jemen Syariah sehingg

elitian

ini pada Badan Perenc an Daerah

3.2.2. u pakan wakt ukup untuk

nkan peneliti.

3.3. Fo elitian PAREPARE

menentukan
an. Pada dasarnya
penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan

berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya suatu masalah dalam penelitian

Tim Penyusunan, pedoman karya ilmian (MAKALAH DAN skripsi) Edisi Revisi pare-pare
IAIN Pare-pare,2013,h.34.

%0 exy Moleong, Meodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 2010), h. 5.
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kualitatif dinamakan fokus.®* Adapun penelitian ini berfokus pada Analisis
Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
(Manajemen Syariah). Dimana studi ini membahas tentang penyusunan anggaran

berdasarkan manajemen Syariah.

3.4. Jenis dan Sumber Data yang di
3.4.1.Jenis Data

Dalam Peneliti ta i data primer maupun data

ada Bappeda
penyusunan

ukum yang terkait den jgaran. Data

ari pemerintah daerah.

diperlukan data sebagai uk dijadikan

alat ana alah ualitatif yaitu data yang be er da data tertulis

mlﬂrnal lapora pulikasi dan

Suharsi i mber dat penelitian
"PAREPARE
2l

informasi,

yang penulis

1. Orang yaitu berupa orang yang memberikan data berupa tingkah laku
objek yang diteliti jawaban lisan melalui wawancara jawaban tertulis dalam

penelitian ini.

*!|_exy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), h62.
%27ainuddin Ali, Metode PenelitianHukum (Jakarta : 2010), h. 106.
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2. Tempat yaitu sumber data berupa tempat yaitu sumber data yang
menjanjikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak.
3. Dokumen vyaitu catatan-catatan yang dapat menjadi data, sumber data

berupa yang menjanjikan tanda-tanda berupa huruf, atau angka.

3.5. Teknik Pengumpulan Data
Adapun Teknik pengumpula ang digunakan adalah:
3.5.1. Observasi

objek-objek g diteliti sehingga diperoleh

3.5.2.

cara pengumpulan d an catatan-

berhubungan dengan ti, sehingga

ta yang lengkap, berdasarkan

al ini, penelitian akan men Ikan en-dokumen
nini.
3.5.3.

ng digunakan

ng dlparFArrnhELPAen Egan mel

emperjelas

wawancara
ppang yang
pada Bappeda
Kabupaten Sidenreng Rappang.

%*Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Rineka Cipta,

2008), h. 158.
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3.6. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data adalah proses mensistematiskan apa yang sedang di teliti dan
mengatur hasil wawancara seperti apa yang di lakukan dan di pahami,supaya peneliti

bisa menyajikan apa yang di dapatkan pada informan. Pekerjaan analisis data dalam

memberikan kode dan

hal ini mengatur, mengurutkan elompokkan,

mengategorikan data yang.t an lapangan gambar, foto ataud

okumen berupa lapors

Ulall _Vdl

n tersebut pada suatu p atau ng berisikan

angkutan®. Pengelolaa lam an lapangan

ngumpulan data yang nm iga tahapan,

data, dan kesimpulan at kasi
ian di pilih pokok yang
fokus penelitia i memberikan

g lebih tajam dah peneliti

data yang telah direduksi
menjadi informasi yang tersusun. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat

dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan. Dengan mendisplaykan data, maka

% Sifuddin Azwar, Metode Penelitian (yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000).
% Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta : PT.
Bumi Aksara, 2006), h. 86
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akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan Kkerja
penelitian sebelumnya.

3. Kesimpulan atau verifikasidata

Dari data yang di dapat oleh peneliti di lapangan peneliti mencoba mengambil

kesimpulan. Pada awalanya kesimp abur,akan tetapi lama-kelamaan semakin

jelas karena data yang di pe Jan mendukung. Verifikasi dapat
dilakukan dengan si kan data baru®. Adapun

tekhnik verifikasi yang di gunakan yaitu verifikasi s

PAREPARE

% Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D ( Bandung : Alfabeta,
2011), h. 249
%7 Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, h. 87.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Manajemen yang digunakan dalam melakukan penyusunan APBD di

Kantor BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang

4.1.1.Perencanaan

Perencanaan dan pengang uatu kesatuan konsep dan proses

yang tidak terpisahkan. R pat dijalankan tanpa anggaran

gka arahan

nan rencana

lumnya dan

apan yang
merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan,mencakup :
c. Tahapan perumusan rancangan renja SKPD

d. Tahapan penyajian rancangan renja SKPD

dapat dilihat dalam gambar tersebut dibawah ini :
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Proses Perencanaandan Penganggaran Tahunan

MU NBANG NAS
BLAAENBANG
MOy
L
WM BANLOA
L)

e

|

MR NRANG
Dwna/bal

erencanaan dan Peng

pat UU di atas maka nganggaran

egi prosesnya menjadi kewenang dituangkan
Peraturan Da acu pada Peratura rintah (PP).
encanaan pe i penjaringan masyarakat
an kebutuhan ma di tingkat

amatan dan

Bappeda Kab. Sidenreng Rappang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan
pembangunan penelitian dan pengembangan daerah dan membantu Bupati dalam
menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan

daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk
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berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Bappeda Kab.
Sidenreng Rappang yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan
kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis

KabupatenSidenreng Rappang un e 5 (lima) tahun. Sebagai dokumen

perencanaan yangmemuat n, sasaran dan program SKPD,

RENSTRA berpedo Jangka MenengahDaerah

an strategis

Sidenreng Rappang

Tujuan

Meningkatkan produksi
sektor pertanian secara
umum.

terpadu,
berkelan

rpaduan usaha

hulu ke
ercip rpaduan usaha
ktor Pertanian,

Perikanan.
Meningkatnya penerapan
teknologi pertanian mutakhir.

Mengembangkan Meningkatnya kualitas
Modernisasi Pertanian. manajemen usaha tani.
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Meningkatkan daya saing
daerah.7

Berkembangnya usaha tani
berorientasi pasar.

Terkendalinya alih fungsi lahan
pertanian produktif.

Terkendalinya laju degradasi
atau penurunan tingkat
kesuburan lahan.

Meningkatnya kelestarian
sumber daya air.

kses pemasaran
uk UMKM.

dukungan

Terciptanya iklim investasi yang
kondusif dan menarik untuk
mendukung percepatan
pertumbuhan ekonomi.

Terwujudnya daya saing tenaga
kerja pada bidang yang
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Meningkatkan dan
Mengembangan kualitas
sumber daya manusia yang
berdaya saing tinggi
berdasarkan keimanan
ketakwaan

mendukung produksi pertanian,
industri pengolahan dan jasa.

Terwujudnya kerja sama antar
kabupaten/kota, Regional Kapet
Pare-pare yang mendukung
pengembangan klaster unggulan
tanaman pangan, ternak sapi dan
unggas.

Meningkatnya Pelayanan
Rumah Sakit.

Meningkatnya kualitas

dan antar umat beragama.

Pengembangan
infrastruktur bernilai
tambah tinggi untuk
mendorong percepatan
pertumbuhan ekonomi, dan
memperlancar aksesibilitas
antara wilayah.

Meningkatkan akses
dan kualitas pelayanan
infrastruktur.

Meningkatnya kapasitas dan
kualitas daya dukung jalan dan
jembatan terhadap wilayah
sentra produksi pertanian dan
kawasan cepat tumbuh.

Tersedianya jaringan prasarana
dan sarana transportasi yang
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terintegrasi antar kota dan antar
wilayah.

Tersedianya layanan dan akses
informasi dan komunikasi yang
memadai.

Meningkatnya ketersediaan infra
struktur permukiman, sanitasi
dan air bersih yang berkualitas.

Meningkatnya keterpenuhan
mah layak huni bagi orang
iskin.

ualitas dan
daerah irigasi

an sumber daya
2madai.

Menciptakan suasana
)an Sosia

partisipasi
memelihara
etertiban umum.

uktur
erintah daerah
an kaya fungsi

Baik, Pe g Reformasi
Hukum, dan Pengembangan Birokrasi.

kebijakan yang pro gender,

pro poor, pro job dan pro Meningkatnya kapasitas dan

environment. pendayagunaan sumber daya

aparatur pemerintah yang
berkesinambungan.

Terciptanya pengelolaan
keuangan dan asset daerah yang
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berkualitas, efektif, efisien,
transparan dan akuntabel.

Terwujudnya perencanaan
pembangunan yang Berkualitas,
Responsif gender, berpihak pada
pemberdayaan masyarakat
miskin dan nilai-nilai
pembangunan berkelanjutan.

Meningkatnya kapasitas dan
partisipasi kelembagaan
masyarakat.

Meningkatkan kualitas
Penyelenggaraan demokra
dan penegakan hukum.

Meningka esetaraan

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang yang telah ditetapkan dalam
RENSTRA,maka upaya pencapainya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis
melalui perumusan program-program.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 72,23 % dari

totalanggaran Rp. 1.602.336.633.000,- yang dialokasikan dengan realisasi sebesarRp.
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1.157.416.397.124,23,- Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran,
penyerapananggaran terbesar pada sasaran meningkatnya kapasitas dan kualitas daya
dukung jalan danjembatan terhadap wilayah sentra produksi pertanian dan kawasan

cepat tumbuh yangdilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

Perhubungan yaitu sebesarRp. 394 446.000,- atau 42,93 persen dari total
anggaran belanja lang ; terkecil pada sasaran
berkembangnya prod ator cakupan koordinasi
perumusan kebijake aksanakan Dinas Pertanian,
),001 persen

menunjukkan bagaim n indikator

asil dicapai dengan m daya/input
lah sumber daya ya uarka k mencapai
ian Kinerja dan anggaran p hun ecara umum

inggi. Hal in ilihat bahwa
lebih kecil

isasi anggar

hwa secara pencapaian
ena realiasi
cil daripada

ah.” Begitu juga
sebaliknya, semakin rendah sumberdaya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran,

maka efisiensi anggarannya akan semakintinggi.
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Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan
untukmembiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan
pada tabelberikut :

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Sidenreng Rappang

makajumlah pendanaan yang dim nkan untuk dibelanjakan pada Tahun

Anggaran2018 adalah sebe 94.000,- yang digunakan untuk

langsung 42,97

angsung ' 57,03

100

gat mungkin
untuk mengalami konflik kepentingan, pemborosan sumber daya, dan ketidak

berhasilan dalam pencapaian tujuan karena bagian-bagian dari organisasi berja secara

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi yang jelas dan tararah. Perencanaan dalam hal ini

memegang fungsi pengarahan dari apa yang harus dicapai oleh organisasi.*®

Sebagaimana hasil wawancara di Kantor BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang
kepada  Herwin, Selaku pegawai Bappeda yang terlibat dalam Penyusunan
Perencanaan Anggaran Dia mengatakan bahwa :

Dalam proses penyusunan perencanaan anggaran kebijakan kepala Daerah
harus disinkronkan dalam dokumen perencanaan di Bappeda. Dan telah
disesuaikan dengan penyelenggaraan pemerintah Daerah sesuai dengan aturan
yang berlaku.*

Hal yang sama juga di ungkap oleh Bapak lhdiyat Rea Bustani Selaku ASN

BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang bahwa :

Penyusunan anggaran telah™sinkronisasi kebijakankan dengan pemerintah
daerah dengan Kebijakan Pemerintah. Dari hasil analisis data yang telah
dilakukan pada Bappede Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa
penyusunan =~ anggaran Bappeda telah disinkronkan "antara kebijakan
pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah.penyusunan anggaran
disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, karena jika tidak tepat waktu akan
mengganggu proses penganggaran tersebut, Dalam penyusunan anggaran
dapat dilihat disistem atau aplikasi.*’

Hal yang sama juga di_.ungkapkan oleh bapak Muh.Fajri Salman Selaku Kabid
Perencanaan Makro BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang bahwa :

Penyusunan anggaran telah disingkronisasi dalam kebijakan Pemerintah
Daerah dengan kebijakan Pemerintah. Dalam proses perencanaan anggaran
telah disesuaikan dengan kebutuhan'penyelenggaran pemerintah karena sudah
seharusnya Pemerintah zDaerahg.harus mmengikuti aturan yang berlaku,
Anggaran disusun'sudah tepat-waktu;sesual. dengan tahapan dan jadwal yang
telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.**

*®Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen (Jakarta : 2006), h.
11.

*Herwin,S.1P,M.Si,Kepala Sub Bagian Perencanaan Makro di BAPPEDA Kab. Sidenreng
Rappang, pada tanggal, 18 Desember 2019

“lhdiyat Rea Bustani, ASN di BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang, pada tanggal 19
Desember 2019.

*'Muh.Fajri Salman, SKM., M.kes, Kepala Bidang Perencanaan Makro di BAPPEDA Kab.
Sidenreng Rappang pada tanggal 19 Desember 2019



Maka dari hasil wawancara diatas penulis dapat simpulkan bahwa dimana
BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang mengenai tugas penyusunan perencanaan
anggaran pemerintah Daerah tahun 2018 sudah sesuai dengan aturan yang ada dan
berjalan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Sementara itu,indikatornya adalah
adanya kepala Daerah yang menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran(KUA)
dan Rancangan Proritas Plafon Anggaran.Sementara(PPAS), rancangan Kebijakan
Umum Anggaran(KUA) dan.Rancangan Proritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
disampaikan kepala Daerah kepada DPRD. SKPD -menyusun Rencana Kerja
Anggaran (RKA) yang telah disusun SKPD disampaikan kepada PPKD, kepala
Daerah menyampaikan rancangan pemda kemudia menetapkan perda tentang APBD.
Maka berdasarkan tahap tersebut, tahap keseluruhan yang sudah dilaksanakan
BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang sudah sesual dengan semua tugasnya dan

kewenangannya dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi kabupaten Siddenreng
Rappang, pada dasarnya kegiatan Bappeda kabupaten Sidenreng Rappang adalah
sebagai \Pengarah. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan
kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, limgkup dan

pengukuran tingkat kesuksesannya.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2015 — 2018 yaitu
“terwujudnya sidenreng rappang yang maju.dan, terkemuka bersamamasyarakat
religius: dengan pendapatan meningkat dua kali lipat”,dan sesuali dengan Visi
Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 — 2018 yaitu “Terwujudnya
Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas, Partisipatif dan Akuntabel
untuk Mendorong Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dua Kali Lipat”,maka
program dan kegiatan yang dirancang Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang tahun
2018 terdiri dari :



Tabel. 4.3. Program/Ke

giatan Bappeda Tahun 2018

Program/kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Cakupan Penyelenggaraan pelayanan
administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya ATK,Materai,Perangko dan
benda pos lainnya

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan listrik

Terbayarnya rekening listrik,air dan
telepontiap bulannya

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah

Terbayarnya asuransi kendaraan dinas roda
empat

Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas operasional

Terbayarnya biaya perizinan kendaraan
dinas operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terbayarnya honor,uang
lembur,ATK barang cetakan dan
penggandaan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terbayarnya upah pihak ketiga dan
tersedianya peralatan kebersihan

Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya JasaPerbaikan Peralayan Kerja

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya alat-alat listrik dan
terbayarnya upah pihak ketiga

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah

Terbayarnya belanja/perjalanan dinas luar
daerah

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah

Terbayarnya belanja perjalanan dinas
dalam daerah

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terbayarnya honor,belanja
ATK,cetak,penggandaan,makan minum
harian,rapat,tamu dan upah/jasa pihak
ketiga

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

CakupansPenyelenggaraan pelayanan
administrasi perkantoran

Pembangunan gedung kantor

Terlaksananya penataan halaman gedung
kantor

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pengadaan perlengkapan
kantor

Pengadaan Peralatan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan peralatan kantor

Pengadaam Meubileur

Tersedianya meubileur kantor

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan
Dinas Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharannya gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala Meubileur

Terpeliharannya Meubileur




Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran

Terselesaikannya jasa administrasi
keuangan

Program Penelitian dan Pengembangan
Potensi Daerah

Terlaksananya Program Penelitian dan
Pengembangan Potensi Daerah

Penelitian dan Pengembangan bidang
Pemerintahan dan SDM

Terlaksananya Penelitian dan
Pengembangan bidang Pemerintahan dan
SDM

Penelitian dan Pengembangan bidang
Sosial,Kependudukan,Ekonomi dan
Pembangunan

Terlaksananya Penelitian dan
Pengembangan bidang
Sosial,Kependudukan,Ekonomi dan
Pembangunan

Program Pengembangan data dan
Informasi

Tingkat penggunaan Data/ Informasi
untuk perencanaan & pembangunan

Pengumpulan updating dan analisis data
informasi capaian target Kinerja program
dan kegiatan

Tersedianya laporan fisik dan keuangan
program kegiatan pelaksanaan APBD
Kabupaten

Pengintegrsian sisti informasi
pembangunan daerah (SDDKN)

Terlaksanya SIPD dan SDDKN

Program Kerjasama Pembangunan

Terjalinnya Koordinasi dalam
Kerjasama Pembangunan Daerah

Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah=
masalah Daerah

Terjalinnya Koordinasi dalam pemecahan
masalah masalah Daerah

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Tersedianya sarana&prasarana air
minum&sanitasi yang layak bagi
masyarakat miskin

Penyediaan air bersih & sanitasi dasar
terutama bagi masyarakat miskin

Tersedianya sarana&prasarana air
minumé&sanitasi yang layak bagi
masyarakat miskin

Program Pembangunan Sistim Inovasi
Daerah (SIDA)

Terlaksananya Program Pembangunan
Sistim Inovasi Daerah (SIDA)

Pengembangan sistim inovasi daerah

Tersusunnya data infrmasi potensi dan
inovasi daerah

Peningkatan kapasitas data publikasi riset
dan teknologi

Tersedianya data/informasi pembangunan
bidang kelitbanan

Program Perencanaan Pengembangan
Kota-Kota Menengah dan Besar

Terwujudnya perencanaan dan
pengembangan kota-kota menengah dan
besar




Operasional Penunjang Kegiatan Fisik dan
Prasarana

Terlaksananya koordinasi bidang
infrastruktur dan program-program

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharannya gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala Meubileur

Terpeliharannya Meubileur

Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja.dan
Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran

Terselesaikannya jasa administrasi
keuangan

Program Penelitian dan Pengembangan
Potensi Daerah

Terlaksananya Program Penelitian dan
Pengembangan Potensi Daerah

Penelitian dan Pengembangan bidang
Pemerintahan dan SDM

Terlaksananya Penelitian dan
Pengembangan bidang Pemerintahan dan
SDM

Penelitian dan Pengembangan bidang
Sosial,Kependudukan,Ekonomi dan
Pembangunan

Terlaksananya Penelitian dan
Pengembangan bidang
Sosial,Kependudukan,Ekonomi dan
Pembangunan

Program Pengembangan data dan
Informasi

Tingkat penggunaan Data/ Informasi
untuk perencanaan & pembangunan

Pengumpulan updating dan analisis data
informasi capaian target kinerja program
dan kegiatan

Tersedianya laporan fisik dan keuangan
program kegiatan pelaksanaan APBD
Kabupaten

Pengintegrsian sisti informasi
pembangunan daerah (SDDKN)

Terlaksanya SIPD dan SDDKN

Program Kerjasama Pembangunan

Terjalinnya Koordinasi dalam
Kerjasama Pembangunan Daerah

Koordinasi Dalam Pemecahan. Masalah-
masalah Daerah

Terjalinnya Koordinasi dalam pemecahan
masalah masalah Daerah

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Tersedianya sarana&prasarana air
minum&sanitasi yang layak bagi
masyarakat miskin

Penyediaan air bersih & sanitasi dasar
terutama bagi masyarakat miskin

Tersedianya sarana&prasarana air
minum&sanitasi yang layak bagi
masyarakat miskin

Program Pembangunan Sistim Inovasi
Daerah (SIDA)

Terlaksananya Program Pembangunan
Sistim Inovasi Daerah (SIDA)

Pengembangan sistim inovasi daerah

Tersusunnya data infrmasi potensi dan
inovasi daerah

Peningkatan kapasitas data publikasi riset

Tersedianya data/informasi pembangunan




dan teknologi

bidang kelitbanan

Program Perencanaan Pengembangan
Kota-Kota Menengah dan Besar

Terwujudnya perencanaan dan
pengembangan kota-kota menengah dan
besar

Operasional Penunjang Kegiatan Fisik dan
Prasarana

Terlaksananya koordinasi bidang
infrastruktur dan program-program
pendampingan

Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP)

Tersusunnya dokumenn memorandum
program sektor sanitasi

Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan daerah

Keikutsertaan aparat perencana
meningkatkan kapasitas dalam
sosialisasi kebijakan dan bimbingan
teknis Perencanaan Pembangunan
Daerah

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat
Perencana

Keikutsertaan aparat perencana
meningkatkan kapasitas dalam sosialisasi
kebijakan dan bimbingan teknis
Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan
Daerah

Ketersediaan dokumen perencanaan
pembangunandaerah(RPJPD,RPJMD,R
enstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD)
sesuai kalender, sesual dengan
penetapan dan isinya sesuai regulasi

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Terlaksananya Musrenbang
desa/kelurahan, kecamatan, forum SKPD.
Kabupaten, propinsi dan nasional

Penetapan RKPD

Terlaksananya penyusunan rancangan/draft
akhir RKPD dan penetapan RKPD

Monitoring evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Terlaksananya montoring dan evaluasi

Penetapan (Revisi) RPIMD

Tersusunnya RPIJMD tahun 2014-2018

Pengembangan sistem informasi
perencanaan pembangunan daerah

Tersusunnyassistempinformasi perencanaan
pembangunan daerah

Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum
Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (KUA-PPAS)

Tersedianya dokumen KUA-PPAS
Perubahan dan KUA-PPAS pokok

Koordiansi penusunan data DAK.APBD
I, APBN/PHLN, TP dan Dekonsentrasi

Tersedianya laporan monev DAK.APBD
I,APBN/PHLN, TP dan Dekonsentrasi

Pelaksanaan asistensii RKA dan RKAP

Terlaksananya asistensii RKA dan RKAP

Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi

Tingkat kinerja Perencanaan
pembangunan bidang ekonomi

Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Terwujudnya sinkronisasi program




bidang Ekonomi

kegiatan bidang ekonomi

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah

Tersedianya laporan TKPKD

Program Perencanaan Sosial Budaya

Tingkat kinerja Perencanaan Sosial
Budaya

Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Bidang Sosial

Terwujudnya sinkronisasi program
kegiatan bidang sosial

Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Bidang Budaya

Terwujudnya sinkronisasi program
kegiatan bidang budaya

Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam

Terwujudnya kelembagaan pengelolaan
irigasi partisipatif yang mandiri

Operasional Pendamping WISMP

Terlaksananya penguatan kelembagaan
pengelola irigasi partisipatif

Program Perencanaan Tata Ruang

Tersedianya Dokumen Perencanaan
Tata Ruang

Revisi Rencana Tata Ruang Eilayah

Tersusunnya Dokumen Revisi RTRW

Program Prima Kesehatan

Tingkat Kesehatan Masyarakat
Desa&Kelurahan

Peningkatan kesehatan Masyarakat desa &
kelurahan

Meningkatnya Derajat Kesehatan
Masyarakat

(Sumber Kantor BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang)

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah
ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah
yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu
Bupati dalam menyusun®dan“merumuskan kebijakan=ieknis di bidang perencanaan
pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas
terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.
4.1.3. Minimalisasi Ketidak Pastian

Pada dasarnya segala sesuatu di dunia ini akan mengalami perubahan. Tidak
ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan sering kali sesuai

dengan apa yang kita pikirkan, akan tetapi tidak jarang pula malah di luar perkiraan



kita,senhingga menimbulkan ketidak pastian bagi perusahaan. Ketidak pastian inilah
yang coba diminimalkan melalui kegiatan perencanaan. Dengan adanya perencanaan
diharpkan ketidak pastian yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang dapat
diantisipasikan jauh-jauh hari.*

Sebagaimana hasil wawancara di Kantor BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang
kepada Bapak Herwin, Selaku Kasubid Perencanaan Makro yang terlibat dalam

Penyusunan Perencanaan-Anggaran Dia mengatakan bahwa :

Dalam proses penyusunan perencanaan anggaran di Bappeda Kab. Sidenreng
Rappang dilaksanakan sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan
tahapannya.sesuai-dengan.aturan yang.berlaku.maka dari.itu.sangat diperlukan
yang namanya partisipasi Masyarakat terlebih dahulu dimana masyarakat
yang mengusulkan program kerja mereka.*®

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh bapaklhdiyat Rea Bustamin Selaku

ASN BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang bahwa :

Perencanaan anggaran sudah seharusnya menjadi tanggung jawab kami dan
harus direncanakan terlebih dahulu sebelum anggaran dikeluarkan dan kami
harus melibatkan partisipasi masyarakat dengan cara musrembang dimana
masyarakat nantinya yang akan mengusulkan program kerja.

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat simpulkan bahwa dalam melakukan
sebuah proses penyusunan perencanaan anggaran di kantor Bappeda Kab. Sidenreng
Rappang sudah sesuai, dengan adanya jadwal yang telah ditetapkan dan telah
melibatkan partisipasi masyarakatterlebih dahulu untuk mengusulkan program kerja
apa yang nantinya mereka usulkan ‘maka dari itu dengan adanya kegiatan

musrembang ini dapat memudahkan prases penyusunan anggaran tersebut.

*2Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajeme, (Jakarta: Kencana,
2006), h. 95-96.

*Herwin, S.IP,M.Si,Kepala Sub Bagian Perencanaan Makro di BAPPEDA Kab. Sidenreng
Rappang pada tanggal 18 Desember 2019

*Ihdiyat Rea Bustani, ASN di BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang, pada tanggal 19
Desember 2019



Sistem perencanaan pembangunan yang terpadu, sistematis, dan terarah
merupakan sebuah keharusan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas,
efektif dan efisien. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak

dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai

pelengkap dalam proses perenca ecilnya realisasi dari usulan yang

disampaikan perencanaan  pembangunan
(Musrembang) yang pendapatan dan belanja

daerah selama ini, membe enaran pernyataan diatas.

4.1.4.

rfungsi sebaga Sumber daya

Jika perencanaan dilak aka jumlah

sumber an, dengan cara bagai , dan untuk
n lebih baik dipersiapk dijalankan.

orosan yang terkait dengan pe r daya yang

ahaan akan sehingga tin isiensi dari

45

jadi mening

asilan/peningkatan indikator pada sé Keselarasan

dokumepﬁrnvE HAdRE dengan

lisasikannya

Indikatormenghasilkan beberapa kegiatanyang telah diakomodir dalam APBD :

1. Koordinasi Pemecahan Masalah Masalah Daerah

2. Penyediaan Sarana Air Bersih & Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

*Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen (Jakarta : 2006), h.
30.
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3. Operasionan Fisik Prasarana
4. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

5. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Litbang

6. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

7. Koordinasi Perencanaan Pemban Ekonomi

Tabel 4.4. Perbandi ini dengan tahun lalu dan

ng Rappang)

ihat capaian beberapa ta akhir, maka

secara ata-ratacapaian kiner aran Terwujudnya aing tenaga

kerja [ dangyanMRJE MREanian, ing
dan j
dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu; dari 100persen pada tahun 2016 meningkat
menjadi 282,50 persen pada tahun 2018 atau mengalamipeningkatan sebesar 192,41
persen.

Sebagaimana hasil wawancara di Kantor BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang

kepada Bapak Ihdiyat Rea Bustamin, Selaku ASN di BAPPEDA Kab. Sidenreng
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rappang yang terlibat dalam Penyusunan Perencanaan Anggaran Dia mengatakan

bahwa :
Penyusunan perencanaan anggaran disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan
dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya yang dimiliki.

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh bapak Erwin Selaku Kasubid

Perencanaan Makro BAPPEDA

Dalam Penyusunan
kenyataan yang

appang bahwa :

harus senantiasa berpijak pada
- asum3|-asum5| untuk masa

anisasi, baik
kunci yang
perusahaan. Pada ha Jaya berupa

isebuah organisasi seb k mencapai

alitas penyelenggaraan per unan daerah
Sidenreng Ra katan. Bebe dikator yang
ingkat. enyelenggaraan pe aan tersebut

partisipatif.

*®Ihdiyat Rea Bustani, ASN di BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang, pada tanggal 19
Desember 2019

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan
antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme

penyusunan anggaran.

5. Meningkatnya efektifitas pro k pengembangan dan penelitian berupa

hasil kajian, yang dij anaan pembangunan.
Anggaran yang ja/ perjanjian kinerja tahun

2018 untukpencapa i anajemen usaha tani

1.403.957.950,- dan d t terealisasi
.350,- atau 104.98 % ata capaian

an Sarana dan Prasarana

ggaran sebe - dan dari an tersebut

i sebesarRp. 2.0 atau 93,29% Dibz an rata-rata

inerja sebesa isiensi sebesa

PAREPARE

rapa taahun

Capaian (%)

Indikator Kinerja

2015 2016 2017 | 2018

Persentase Koordinasi dan rumusan

kebijakansumber daya alam 100 100 100 100
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Rata-rata capaian 100 100 100 100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka

secaraumum rata-rata capaian kinerja pada sasaran Terkendalinya laju degradasi

ataupenurunan tingkat kesubur a-rata capaian kinerja tahun 2018

mengalamipeningkatan ji n lalu, yaitu dari 100 persen
pada tahun 2016meni jadi 100 persen p
arus dicapai
manajemen.
Dalam A haan menentukan tuj cana untuk
alam pengawasan, per gkan antara

tujuan ingi pai dengan realisasi engevaluasi
pen ngan yang mungkin terjadi, ga pil tindakan

yang d perlu untu i perusahaan. pengertian

perencanaan penetapan standar S yang ingin

dicapai

pengelolaan

keuangs

*"Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajeme, (Jakarta: Kencana,
2006), h. 97-98.
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1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPK adalah satu-
satunya pengawas keuangan eksternal yang melakukan audit terhadap

pengelolaan dan tanggung jawab keungan pemerintah daerah. Pemeriksaan

yang dimaksud meliputi as laporan keuangan, pemeriksaan

kinerja, serta pe ang tidak termasuk dalam

2.
PND) yang
ah dan bertanggung j
ditor internal yang me melakukan
terhadap pertanggung N keuangan
nakan dana APBD.
3. AS

bupaten/kota

dari setiap
unyai tugas
pengawasan

pelayanan
masyarakat di daerah terkait.
Bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, karakteristik

anggaran masih mengalami perubahan-perubahan sehingga diperlukan pula informasi
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terkini tentang perubahan yang telah dan sedang berlangsung mengenai proses

penganggaran berserta ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Bappeda

Kab.Sidenreng Rappang Tahun 2018, seperti yang tertuan dalam rencana strategi

Bappeda Kab. Sidenreng Rappang t

sinkronisasi, kontinuitas
pelaksanaan penyusunan
rencana, penetapan,
pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana
pembangunan daerah

-2018 sebagai berikut :

Indikator

Peningkatan
sinkronisasi p

tegrasi, sinkronisasi,
sinergisitas dan konsistensi
perencanaan pembangunan
secara sistematis dan
berkelanjutan

Keselarasan

Terwujudnya perencanaan
dan pengembangan kota-kota
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menengah dan besar
Menyediakan dan mengelola Kemudahan
data/informasi, penelitian dan Tersusunnya dokumen mengakses data
pengembangan untuk perencanaan pembangunan dan informasi
mendukung pelaksanaan daerah dan pengenbangan
perencanaan pembangunan data dan informasi
daerah
Meningkatkan kualitas personil Meningkatkan

dan kelembagaan sehingga
dapat memberikan pelayane
penunjang yang prima
semua pihak

kualitas personil
dan
kelembagaan
sehingga dapat
memberikan
elayanan
njang yang
a kepada

a piha

ugas suatu penyusuna men  sangat

setiap organisasi yang ¢ an anggaran
ai estimasi Kinerja yang ica ama periode

waktu t isasi sektor
proses yang rumit dan

n, berbeda o penyusunan

Sill pengLPrIA IE Secara Pemerintah

2018 bagian besar
ikian masih
terdapat sasaran strategisyang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2018

dengan berbagai kendala.
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4.1.6. Harapan
Perencanaan akan menghasilkan upaya untuk meraih sesuatu dengan cara
yang lebih terkoordinasi. Perushaan yang tidak menjalankan perencanaan sangat

mungkin untuk mengalami konflik kepentingan, pemborosan sumber daya, dan

ketidak berhasilan dalam pencapai karena bagian-bagian dari organisasi

kerja secara sendiri-sendiri jelas dan tararah. Perencanaan
dalam hal ini mem ang harus dicapai oleh
organisasi.*®
transparansi
dan ak i : 2018 telah
ppang untuk
ppeda telah

Kabupaten
000.-, yang
dilihat dari

realisas 3 : a ada  sasaran

an terhadap

dilaksanakan
oleh D itu sebesar
Rp.394 a langsung.

Sedangkan penyerapan terkecil pada "sasaran berkembangnya produk pertanian

organik dengan indikator cakupan koordinasi perumusan kebijakan lingkungan hidup

*826-dyash.blogspot.com/2010/12/teori-motivasi-isi-dan proses.html?m=1. (diakses pada 02
Juli 2019,pukul 19.35).
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yang dilaksanakan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan yaitu sebesar
Rp.12.076.000,- atau 0,001 persen dari total anggaran belanja langsung.
4.1.7. Penetapan Tujuan

Sebelum sesuatu organisasi menetapkan suatu tujuan, terlebih dahulu harus

menentukan misi dan visi atau ma anisasinya. Tujuan umum atau sering juga

disebut sebagai rencana _s arfungsi atau berjalan sebelum

dijabarkan terlebih dah am tujuan-tujua ang lebih terperinci sesuai
dengan jenjang ajemen sehinggah membentuk hire juan. Penetapan tujuan-
tujuan i kukan serta
mengik
cara di Kantor BAPP
Salman, Selaku Kabid

kepada yang terlibat

dalam P aan Anggaran Dia meng
3 telah disinkronisasika pemerintah
dan tukan dalam RPJMD dan n juga telah

kan "dengan
, maka dari
ih yang utam

aturan yang
a penetapan
y terarah dan

ahwa dalam
)ahwa dalam
aktor kunci

keberhasilan. Yang ditetapkan setelah ‘penetapan visi dan misi. Sedangkan sasaran

#926-dyash.blogspot.com/2010/12/teori-motivasi-isi-dan proses.html?m=1. (diakses pada 02
Juli 2019,pukul 19.35).

*Muh.Fajri Salman, SKM., M.kes, Kepala Bidang Perencanaan Makro di BAPPEDA Kab.
Sidenreng Rappang pada tanggal 19 Desember 2019
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menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang

bersifat spesifik,terinci,terukur dan dapat dicapai.

Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun

2018 sebagai berikut:

Tabel. 4.7. Prog

No

Sasaran

VY - TOUURK

C UKd a
Peternakan dan Perikanan

apaian Sasaran Tahun 2018

Perkebunan.

an /

dan Sumber
daya Alam.

Program Pengemba
Danau dan Sumber

Pertanian dan

Penyakit

nakan.
peternakan.
Program pengembangan budidaya perikanan.

Program Pengembangan Perikanan Tangkap.

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air
payau dan air tawar.

Terciptanya keterpaduan
usaha tani dari Hulu ke Hilir

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
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Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.

Terciptanya keterpaduan

Program Pendampingan pada kelompok tani

4 usaha tani antar sub sektor pembudidaya ikan.
pertanian dan perkebunan,
peternakan dan perikanan
Meningkatnya Penerapan Program Peningkatan penerapan teknologi
5 Teknologi Pertanian pertanian/perkebunan.
Mutakhir
Meningkatnya Kualitas Pregram-Pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan
6 Manajemen usaha tani lapangan.
Terkendalinya laju degradasi | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
7 atau penurunan tingkat Alam.
kesuburan lahan
Meningkatnya Kelestarian Program Pengembangan dan pengelolaan dan konservasi
8 | Sumber Daya Air sungai, danau,dan sumber. daya.air lainnya.
Berkembangnya Produk Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
9 | Pertanian Organik Lingkungan Hidup.
Meningkatnya perlindungan | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
10 | konsumen Perdagangan.
Meningkatnya pembinaan / Program Pengembangan IKM.
11 | koordinasi dan kerjasama
dalam rangka pembinaan Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
IKM dan Program Pengembangan Sentra-sentra Industri
Potensial.
Terwujudnya daya saing Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan
12 tenaga kerja pada bidang Kegiatan kerjasama pendidikan dan pelatihan.
yang mendukung produksi
pertanian, industri Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
pengolahan dan jasa Ketenagakerjaan dengan kegiatan Peningkatan
pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum
tehadap keselamatan dan kesehatan kerja.
Meningkatnya pelayanan Program standarisasi pelayanan kesehatan.
13 | Rumah Sakit
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.
Meningkatnya kualitas Program:Upaya'Kesehatan'Masyarakat dan kegiatan
14 penanganan penyakit Peningkatan Kesehatan MAsyarakat
dan jaminan kesehatan
masyarakat
Meningkatnya kualitas Program perbaikan gizi masyarakat dengan pemantauan
15 | pelayanan kesehatan status gizi masyarakat.
Meningkatnya pola hidup .
16 sehat, keberdayaan Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
masyarakat dalam masalah
kesehatan dan kesling
17 Meningkatnya akses dan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

mutu penyelenggaraan wajib

Kependidikan.




belajar 12 tahun
Program Peningkatan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga
kependidikan dengan kegiatan Penataan Administrasi

Kenaikan Pangkat Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Berkembangnya Pendidikan

18 | Tinggi Program Pendidikan Tinggi
Meningkatnya kualitas Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan
19 pelaksanaan nilai-nilai ajaran | socia
agama dalam masyarakat
pangunan jalan dan jembatan dengan
20 jaringan jalan dalam kondisi baik.
Meningkatnya kapa , .
kualitas daya d Program pemba uran drainase/gorong-gorong.
dan jembata brogram Pembanguna Tura)
dan Jembatan.
s dan Cepat
” Program perencana jian dan

pengendalian mutu.

Program Peningkat ‘ egahan bahaya
kebakaran.

Program pembangunan salt

Program perencaan pengembangan kota-kota
menengah/besar.

Program pengembangan kinerja pengelolaan sampah
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Meningkatnya kualitas Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
22 | dan cakupan layanan daerah | Irigasi, Rawa dan Jaringan irigasi lainnya.
irigasi serta
pemanfaatan air tanah Program pengembangan dan pengelolaan dan konservasi
sungai, danau dan sumber daya air lainnya.

4.1.8. Penguatan
Secara subtansial, per na menguatkan hal atau sesuatu
yang tadinya lemah
sesuatu
isasi harus

memotivasi,

dakan lainnya yang me ngan orang-

in, pemimpin itu adal g mendapat
usan rakyat, jika ada k mengurus
ia bukanlah pemimpin. Dal an, jika ada

atasan an seorang

rlibat dalam

arena dalam
gan musrembang terlebih dahulu dimana
orogram kerja mereka yang akan mereka

Pe Jo

proses perencanaan dilakukan d
masyarakat yang mengusulkan
kerjakan nantinya.>?

>126-dyash.blogspot.com/2010/12/teori-motivasi-isi-danproses.html?m=1. (diakses pada 02
Juli 2019,pukul 19.35).

>*Muh.Fajri Salman, SKM., M.kes, Kepala Bidang Perencanaan Makro di BAPPEDA Kab.
Sidenreng Rappang pada tanggal 19 Desember 2019
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Hal yang sama juga di ungkap oleh Bapak Ihdiyat Rea Bustani selaku ASN
BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang bahwa :

Penyusunan anggaran terdiri dari pengumpulan aspirasi masyarakat melalui
forum pertemuan komunitas Musrembang, proses penyusunan kegiatan oleh
satuan kerja perangkat daerah (dinas,instansi) sampai dengan penyiapan draft
usulan APBD diserahkan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dan
disetujui bersama.”®

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa APBD harus
dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan; sasaran, hasil dan manfaat
yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan.
Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses
anggaran karena menyangkut aspirasi dan  kepentingan masyarakat, terutama
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk
menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.
4.2. Analisis Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah Kab. Sidenreng

Rappang Berdasarkan Manajemen Syariah

Dalam pandangan ajaran.lslam, segala.sesuatu harus dilakukan secara rapi,
benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnya harus di ikuti dengan baik. Sesuatu tidak
boleh dilakukan secara asl-asalan.-Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran
Islam. [Arah pekerjaanggyanggejclas; glandasan, yang mantap, dan cara-cara
mendapatkannyamyangutransparansmerupakansamalwperbuatansyang dicintai Allah
STW. Sebenarnya, manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan
dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang di syaratkan dalam ajaran Islam.

Manajemen Syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan

dan ketauhidan. Jika setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan

53|hdiyat Rea Bustani, ASN di BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang, pada tanggal 19
Desember 2019



dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak
terjadi perilaku KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).>* Konsep Syariah yang
diambil dari hukum al-Quran sebagai dasar pengelolaan unsur-unsur manajemen agar

dapat mengapai target yang ditujui yang membedakan manajemen Syariah dengan

manajemen umum adalah konsep llak 1lam implementasi sangat berperan.

Manajemen dalam | asarkan tema tadbir, ditinjau dari
pelum ada kaitannya atau
angkauannya. Kemudian
tema ta terikat oleh

lafadz dnya luas

si sedikit dari waktu Walaupun

z mugayyad seperti la diatas tidak

a kepada sifat-sifat lain, n masih ada

Dengan dem g dimaksud

oleh M dan Manna tid : mendasar.
Secara esar adalah | t knai sebagai yang masih
Maka Jamil

ut:

dan Iafa@k)nanP kn/E bersifat
1"

Semua perbuatan harus dilakukan dengan adil. Adil dalam penyusunan, adil

dalam bertindak, dan adil dalam menghukum. Adil itu harus dilakukan dimanapun

>*Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc dan Hendri Tanjung, S.Si., M.M, Manajemen Syariah
Dalam Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 5.

$*Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta : AMP YKPN, 2005), h. 45.
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dan dalam keadaan apapun, baik di waktu senang maupun di waktu susah. Sewaktu
sebagai orang kecil harus berbuat adil, sewaktu sebagai orang yang berkuasa pun
harus adil. Tiap muslim harus adil kepada dirinya sendiri dan adil pula terhadap orang

lain. Meski benar bahwa keadilan tidak pernah di pahami secara lengkap. Keadilan

merupakan satu prinsip fundame m ideology Islam. Pengelolaan keadilan

seharusnya tidak stengah-te ada status sosial, asset financial,
kelas dan keyakinan re emerintahkan penganutnya
~~~~~~ dengan berpegangan pada kesamaan derajat, keutuhan

dan ke - hubungan

unakan Al-Qur’an dal

adalah engandung pengertian

makna amaan. Penyamarataan berlawanan

dengan ur (kejahatan dan penindas dung makna
distribu

bermak ibusi i : i ,
berarti
untuk
merata,
kepada Bapak Herwin, Selaku Kasubid Perencanaan Makro yang terlibat dalam

Penyusunan Perencanaan Anggaran Dia mengatakan bahwa :

**Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 265.
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Dalam penyusunan anggaran di Bappeda sudah sesuai dengan rasa keadilan
dan Kkepatutan karena disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang
seharusnya menjadi Adil.>’

Hal yang sama juga di ungkap oleh Bapak Ihdiyat Rea Bustamin Selaku ASN
BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang bahwa :

Dalam proses penyusunan perencanaan anggaran tentu saja harus sesuai
dengan rasa keadilan dan kepatutan karena menjalankan sebuah tugas itu
harus dilaksanakan sesuaidengan aturan jadwal dan tahapan penyusunan
anggarannya pun sudah'sesuai aturan yang berlaku.’®

Hal yang sama‘juga di ungkap oleh Bapak Muh.Fajri Salman Selaku Kabid
Perencanaan Makro BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang bahwa :

Dalam Proses penyusunan perencanaan anggaran haruslah selalu
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan karena dengan adanya itu kita
juga melibatkan partisipasi masyarakat untuk mengajukan usulan program
kerja seperti apa yang nantinya mereka kerjakan.*

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam
penyusunan perencanaan anggaran di Bappeda Kab. Sidenreng Rappang sudah sesuai
dengan rasa keadilan dan kepatutan karena harus selalu memperhatikan itu pada saat
proses penyusunan anggaran. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan
anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat
tanpa deskriminasi dalam pemberian pelayanan karena pendapatan daerah pada
hakekatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat dan sudah disesuaikan dengan
kebutuhan-kebutuhan yang ‘Seharusnya*ada ‘Sehinggaf™selalu merasa Adil dan patut
dalam menjalangkan suatu tuagas.

Dalam hal ini di jelaskan dalam Qur’an Surah Al-Maidah ayat 8 :

*"Herwin, S.IP,M.Si,Kepala Sub Bagian Perencanaan Makro di BAPPEDA Kab. Sidenreng
Rappang pada tanggal 18 Desember 2019

®|hdiyat Rea Bustani, ASN di BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang, pada tanggal 19
Desember 2019

**Muh.Fajri Salman, SKM., M.kes, Kepala Bidang Perencanaan Makro di BAPPEDA Kab.
Sidenreng Rappang pada tanggal 19 Desember 2019
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Terjemahannya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan karena
Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap
suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena
(adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya
Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.(Q.S Al-Maidah: 8)%°

Pemerintah a jgunaan anggarannya secara
diskriminasi

ya diperoleh

. Alokasi Per Sasaran

Indikator Persentase
No utam n (Rp) Anggaran
L Peningkatan hasi
5.000,- 0,95
2. .000,- 0,26
3. 0,- 0,07
Terciptanya keterpaduan Sarana dan prasarana
4. ; .
usaha tani antar sub sektor penyuluh perikanan.
pertanian dan 137.460.000,- 0,01
perkebunan,perternakan dan
perikanan.

9Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahan dan tafsir,h. 75
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Meningkatnya penerapan

Peningkatan

5. . . .
teknologi pertanian penerapan teknologi 665.095.000 - 0,07
mutakhir. pertanian mutakhir.
6 Meningkatnya kualitas Jumlah penyuluh
" | manajemen usaha tani. yang mengikuti 1.403.957.950. - 0,15
pelatihan teknis.
Terkendalinya laju
7. .
degradasi atau penuruna
tingkat kesuburan 33.775.000,- 0.004
8.
6.900,- 3,81
a lahan s
tadah hujan d
perkebunan.
9 Cakupan ko
' perumusan k 0.001
lingkungan h ’
Terlaksananya
10, i
0,04
11.
bi IKM Cakupan jumlah
pembinaan : 367.787.000,- 0,04

IKM batru.

Kontribusi sektor
industri terhadap
PDRB.

Pertumbuhan
industri.
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Jumlah tenaga kerja

12. | Terwujudnya daya saing nada lembaga
tenaga kerja pada bidang ketenagakerjaan
yang mendapat
ang mendukung produksi erlindungan
yand P Eukum. J 4.219.244.000,- 0,46
pertanian,industri Jumiah tenaga kerja
engolahan dan jasa. mendapatkan
beng : kerja
14. | Meningkatny: Jum
pasien ra
penanganan dan Peningkatan
e 6.000,- 4,35
akat.
15. kat tas _n_1antauan
Gizi.
an Cakupan bali
buruk yang .000,- 0,01
mendapatkan
perawan.
16. KatrWReHiUR Sehat Persentase pendu
an nakan
ayaan masyarakat m layak dan
nj .000,- 0,01
masalah kese a
. nya
ing. an.
17, ru ifikasi.
. ru bersetifikasi di -000.- 0,08
belajar 12 tahun. mua jenjang
pendidikan.
. Ketersediaan sarana
18. | Berkembangnya pendidikan dan prasaranan
tinggi. perkuliahan yang 901.505.000, - 0,10

berkualitas dan
memadai serta
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kualifikasi/kualitas
tenaga pendidikan
(Dosen) dan
pendidikan yang

berkonpetensi.
Persentase
19. | Meningkatnya kualitas kesejahteraan imam
’ 1,13
pelaksanaan nilai-nilai as syara,guru
aligh, 10.381.070.500,-
ajaran agama dala IPRA.
masyarakat.
20. | Meningkat itas dan ;ﬁpors' pa 394.355.446.000,- | 42,93
4,69
ap anguna 43. .000,-
. rainase/ go
h ser Si gorong. 0,63
and an cepat | Terbangunny 5.8 000,-
untuk memp
infrastruktur 15,56
Terpilihnya j 12 3.000.-
dan jembatan. R
8,79
ktur jalan di
strategi 80. .000,-
n.
21.
infrastruktur permukiman, entase ruma
o ) ) tangga bersanitasi.
sanitasi dan air bersih yang  ["+io rumah | ayak
41.463.496.000,- 4,51

berkualitas.

huni yang dibangun.

Cakupan layanan air
minum perdesaan.

Luas kawasan
kumuh perkotaan.
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Meningkatnya nilai
asset pemerintah
daerah.

Meningkatnya

pengendalian

pencemaran pada
nedia air, tanah dan

| . 20 W
22 as dan slo jaringa
' ¥ irigasi .
N la 2rah Jumlah daera
| irigasi.
serta jatan air Cakupan luas
irigasi yang d
Luas irigasi 3.000,- 1,73
kabupate dalam
i I
5
[0
1t Y
(Swﬁer B A"l: Ka b d reng Rappang)
ebut“diatas h.q era n.,r... va~ dengan Kk aan institusi
membantu

Kepala Daerah dalam perencanaan ‘pembangunan Daerah, sehinggah semakin
profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur dan sikap aparatur
sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

4.2.2. Musyawarah
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Sesungguhnya dalam setiap gerak manusia tidak dapat menghindari untuk
berkomunikasi. Ketika pejabat mengatakan ‘No coment’ misalnya, sebelumnya ia
telah menyampaikan komentar. Dalam manajemen, komunikasi menjadi factor
penting dalam melakukan transformasi kebijakan atau keputusan dalam rangka
pelaksanaan manajerial itu sendiric menuju kehidupan yang diharapkan.Begitu
akrabnya komunikasi dengan kehidupan manusia, sehingga manusia perlu
komunikasi untuk menghindari keterhambatan.

Dalam manajemen, Komunikasi menjadi faktor penting dalam melakukan
transformasi kebijakan atau keputusan dalam rangka pelaksanaan manejerial itu
sendiri menuju tercapainya tujuan yang diharapkan. Begitu pentingnya komunikasi
dalam manajemen, sehingga menuntut komunikasi tersebut disampaikan dengan
tepat.Ketepatan penyampaian komunikasi ini, = selanjutnya = disebut sebagai
Musyawarah.Berkaitan dengan  komunikasi yang komunikatif ini, al-
Qur’anmemberikan penjelasan dalam beberapa ayatnya dengan petunjuk Lafadz
gawlan yang berbentuk kata kerja perintah-(@mr).

Seperti hasil wawancara.«di Kantor BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang
kepada = Bapak Herwin, Selaku Kasubid Perencanaan Makro yang terlibat dalam

Penyusunan Perencanaan Anggaran' Dia mengatakan bahwa :

Penyusunan anggaran terdiri dari pengumpulan aspirasi masyarakat melalui
forum pertemuan komunitas Musrembang, proses penyusunan kegiatan oleh
satuan kerja perangkat daerah (dinas,instansi) sampai dengan penyiapan draft
usulan APBD diserahkan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dan
disetujui bersama.®

Dari penjelasan diatas penulis melihat bahwa komunikasi yang sudah berjalan

dengan baik, Melakukan Musyawarah melalui musrembang,berkesinambungan

' Herwin, S.IP,M.Si,Kepala Sub Bagian Perencanaan Makro di BAPPEDA Kab. Sidenreng
Rappang pada tanggal 18 Desember 2019



secara sehat, jujur, dan baik dan benar dan sesuai aturan yang berlaku. dengan standar
mutu yang telah ditetapkan, sehingga menuntut komunikasi tersebut disampaikan
dengan tepat, ketepatan penyampaian komunikasi ini.

Dengan adanya kegiatan Musrembang ini akan menjadi dampak positif

terhadap proses yang mengungtuka ahaan. Setiap orang yang berkomunikasi
dari pengirim pesan yang akan

3 pesan akan memberikan

a lain. Bisa

gai manusia
meneladani
sifat ke ai janji-Nya,

beriman dan

o\
.
20

A3
Lo

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang
Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang”.%?

Usulan usulan yang dihasilkan pada pelaksanaan Musrenbang dan reses

Anggota DPRD dibahas dan dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD

82Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahan dan tafsir, h. 150

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan urgensi, efesiensi dan
efektivitas penyelenggaraan berdasarkan budang koordinasi.
Sebgaimana tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai fungsi koordinasi

terhadap proses perencanaan pembangunan maka dijelaskan bahwa Badan

Perencanaan Pembangunan Sidenreng Rappang tidak

mendapatkan usulan pro ulkan oleh masyarakat baik

DPRD Kabupaten

No

dnamaniPangan,
Palawija,Holtikultura
danPerkebunan

n strategis, indikator k
usunan PK 2018 dila
ERJA (RENJA)2017,

ang telah menetapkan PK s

Produksi jambu mente
Produksi cengkeh
Produksi lada

Ton
Ton

akatanantara
atu instansi.
erja beserta
Jacu kepada

Pemerintah

Target
Tahun
2018

561,100
43,300
285
7,600
1,200

620
84
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) Sapi Ekor 66,458
Kerbau Ekor 3,161
Kuda Ekor 579
Kambing Ekor 14,229
. .| Ayam ras pedaging Ekor 3,396,602
Me“g‘eﬂzf;;gnpggg“ks' Ayam buras Ekor 2,074,976
Perikanan Ayam ras telur Ekor 5,101,703
i Ekor 627,905
Kg 740,461
Kg 52,675,00
ana Ton 763.39
Perikanan tang Ton 3,295.10
TerC|ptanya ket Panjang jalan Tani
3 aN0 terban N 60,000
1
4
Peningkatan pengetah
S keterampilan bagi kel 15
tani dan gapoktan.
Jumlah Penyuluh yan
6 pelatihan dasar dan P 70
tekhnis (Orang).
JL_JfT_]Iah Kelompok yang
100 Kklp
7 100
8 34
9 | Pertanian Organik Kegiatan 1
Imgkunan hidup
Meningkatnya nilai Cakupan perlindungan Pelaku usaha
10 gkatny: panp g uu 7120

produksi masingmasing
sector perekonomian

Konsumen(Pengawasan
peredaran barang dan jasa
serta pelaksanaan Tera /Tera
Ulang alat UTTP dari 6.456
menjadi 34.769 pelaku usaha)
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Cakupan Bina Kelompok Kelompok
11 M. P 124
Cakupan jumlah IKM Aktif 0
dan Produktif. o 49
Cakupan Jumlah IKM Baru.
Meningkatnya sharing p KM 1.000
. Kontribusi sector Industri
sector industry pengolahan 0 14.75
jasa dalam struktur PDRB | t€adap PDRB. % '
% 3,89
% 72
Jumlah tenaga kerja
12 em baga ket Nagake 133N Vvanao 40
Pal
9
Persentase kepuasan 90
Cakupan SMP Kese
h sakit lulus ak 20
Euma tsa It lulus a Terekredita
j ersentase pasien ra si perdana
*BOR 28
*Av LOS 6-9
40-50
1-3
15
30
TL 7.743
24.500
60
Meningkatnya kualitas y il 0 80
penanganan penyakit '
N atan mutu pelayanan
dan jaminan kesehatan kesehatan dasar (akreditasi puskesmas 3
masyarakat
puskesmas).
Meningkatnya kualitas Pemantauan Status Gizi. % 100
pelayanan kesehatan
Cakupan balita gizi buruk Kasus 1
yang mendapatkan perawatan.




Meningkatnya pola

Persentase penduduk yang

16 hidup sehat, keberdayaan menggunakan air minum layak % 100
masyarakat dalam masalah dan berkelanjutan.
kesehatan dan kesling
Persentase terjaminnya
keamanan makanan. % 100
Meningkatnya akses Guru berkualifikasi S1/D.1V o
17 | dan mutu penyelenggaraan | di semua jenjang pendidikan. % 94.00
wajibn belajar 12 tahun rtifikasi di semua 0
idikan. % 51
Berkembangnya
18 | pendidikan Tinggi
70
19 | M BIRGRGFy= I ataS N RGRERESEIESoroRterar
100
Proporsi panjang jari
20 jalan dalam kondisi bz 90,93
Terlaksanya pembang
Drainase/ Gorong- Go 98,13
rbangunn
31,48
16,50

35
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Jumlah Dokumen Dokumen 2
21 Perencanaan.
Persentase Rumah Tangga % 88,4
Bersanitasi.
Ratio rumah layak huni yang % 36,63
dibangun.
82,9
anan Air Minum %
Meningkatnya keters Ha 1,96
infrastru
pennuknnan
an air bersth yang 8
) 8
air,tanah, dan udara.
Tersedianya sarana da 1
prasarana pengelolaa
persampahan.
Terpenuhinya Ruang te 127
hijau yang teduh,sejuk,inda 75
3.4
22
4
12.867
80
7.000

yang te angani

(Sumber Kantor BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang)
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4.2.3. Profesional
Dalam hal penetapan tujuan sebuah pemerintah pasti ada namanya amanah
dan pertanggung jawaban setiap organisasi. Islam menggariskan dalam firman-Nya

yang artinya: “Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang kamu

kerjakan”.

Amanah yang menjac a ini merupakan bentuk masdar

(an),imn (an) amanat (an)
ah kepada hamba-nya.
tusan tuhan,

aikan serua U 3 ( Al-maraghi

kedudukan
ewajibannya
rsebut akan

enan dengan

agama dan
ual maupun
organisasional. Pada konteks inilah sipenerima amanah dituntut untuk profesional

sesuai dengan hadist Rasulullah saw. Berikut :

“Jika amanah telah disia-siakan, tunggulah kehancuran” lalu sahabat bertanya:
“Ya rasulullah. Bagaimana menyia-nyiakannya ? “Rasulullah SAW, menjawab: “Jika

urusan diserahkan pada orang yang bukan ahlinya”.
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Selanjutnya amanat-amanat yang dibebankan

tersebut, akan dimintai

pertanggungjawabannya, seperti hadist Rasulullah SAW berikut :

“setiap hamba itu adalah penggembala (pemelihara) atas harta tuannya, dan dia

bertanggung jawab atas harta yang dikelolahnya”.

Dari penjelasan diatas pen
perencanaan anggaran

ditunjukkan dengan in

terlibat

No

SASARAN

2

Meningkatnya
produksi
dan produktivitas
pertanian
tanaman pangan
palawija,
hortikultura dan
perkebunan

atas pere

as

1.10.1KU pem

dan

anggaran.

ma (IKU) merupakan
merupakan ikhtisarhasil

Jika

fungsi  organi

t menyimpulkan bahwa penyusunan

nyusunan perencanaan

rikut:

sidenreng rappang

s/d 5 % pertahun.

Konstribusi sektor
pertanian (tanaman
pangan dan
perkebunan terhadap
PDRB).

Produksi Kakao
meningkat 3 %
Pertahun.

Ku/Ha

Ton

Instansi/SKPD
Terkait.

Laporan
Instansi/SKPD
terkait/BPS.

Laporan
Instansi/SKPD
Terkait.

aturaan yang
paiknya dan

Sidenreng

organisasi
an Kegiatan

Kabupaten

SKPD
PENANGGUN
JAWAB
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produksi padi )
dibanding tahun
sebelumnya.

= (PDRB sekstor
pertanian kab : Total
PDRB kab) x 100%.

= Jumlah peningkatan
produksi kakao

Dinas Pertanian
dan Perkebunan




Produksi Tanaman
Palawija.

Fasilitasi Akses
Permodalan.

Jumlah Sarana dan
Prasarana Pertanian

Meningkatnya
produski
peternakan dan
perikanan

daging pertahun

ulasi ayam buras

Pertahun P

Populasi itik

Produksi daging sapi
Pertahun

Konstribusi sektor
peternakan terhadap
PDRB

Ku/Ha

Klp

Laporan
Instansi/SKPD
Terkait.

Laporan
Instansi/SKPD
Terkait.

Ekor

Kg

Rp

Terkait.
Laporan

Terkait.

Laporan

Laporan
Instansi/SKPD
Terkait.

Laporan
Instansi/SKPD
Terkait.

Laporan
Instansi/SKPD

dibanding tahun
sebelumnya.

= Jumlah peningkatan
produksi palawija.

= Jumlah kelompok
tani yang mendapatkan
akases Permodalan.

= Persentase Jumlah
kelompok tani yang
mendapatkan hand
tor

NSTITUTE PAREPARE

lah populasi sapi.

ras petelur.

=Jumlah populasi
daging sapi/tahun.

= (PDRB sekstor
perternakan kab : Total
PDRB kab) x 100%.

Dinas Peternakan dan={
Perikanan.

Dinas Peternakan dan=]

Perikanan. E

Dinas Peternakan d

Perikanan.
|

Dinas Peternakan d“—

Perikanan. 0

Dinas Peternakan dan |

Perikanan. I_

Dinas Peternakan d
Perikanan.

Dinas Peternakan d
Perikanan. u_

Dinas Peternakan dan
Perikanan.

Dinas Peternakan dan
Perikanan.

Dinas Peternakan dan
Perikanan.

Dinas Peternakan dan




Komsumsi
daging/kapita/tahun

Jumlah rumah potong
hewanJumlah bibit

benih ikan

Kg

Unit

Terkait.

Laporan
Instansi/SKPD
Terkait.

Laporan
Instansi/SKPD
Terkait.

=Jumlah komsumsi
daging/kapita/tahun.

=Jumlah rumah potong
hewan.

=Jumlah bibit ikan yg
Berkualitas.

Perikanan.

PAREPARE

Dinas Peternakan dan
Perikanan.

E

Dinas Peternakan dan
Perikanan.

Dinas Peternakan d
Perikanan.

NSTIT

3 Terciptanya
keterpaduan Panjang jalan tani Dinas Pertanian
usaha tani dari dan PerkebunarU
hulu ke hilir
4 Terciptanya L
keterpaduan E
usahatani antar
sub sektor Laporan Dinas Peternakan cﬂ
ertanian, . erikanan
Serkebunan,peter Terkait P m
akan dan =]
perikanan
5 Meningkatnya 1
penerapan Laporan Badan Penyuluh
teknologi Instansi/SKPD Katahanan
pertanian terkait Pangan
mutakhir !-u
6 Meningkatnya Badan ==
kualitas Penyuluhan i
manajemen usaha Katahanan
tani Pangan I-
7 Berkembangnya Lﬁ
Usaha n Bagian Adm.
Tani berorientasi Kebijaka$ Perekonomian I.L
pasar r
8 ;’Itietr]k%n:ga}slimya Dinas Kehutana:m'.|IIr
lahan pertanian pohon/reboisasi pada Kai K h P pe(;tambanggn
kawasan hutan terkait awasn hutan an energi
9 Terkendalinya
laju . Persentasi koordinasi Laporan . - .
degradasi atau dan perumusan % Instangi/SKPD = jumlah kebijakan x Bagian SDA
penurunan kebijakan SDA terkait 100% Setda
tingkat kesuburan
tanah
10 Meningkatnya Jumlah sumber air Unit Laporan = jumlah sumber air Dinas Pertanian
kelestarian permukaan dan air Instansi/SKPD | permukaan dan air tanah dan Perkebunan
sumber daya air tanah untuk lahan Terkait
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pertanian
Ha
Cakupan pelayanan Laporan = jumlah luasan area Dinas Pertanian
jaringan irigasi tersier Instansi/SKPD pertaian dan Perkebunan/™| _
tingkat usaha tani terkait yag dialiri jaringan
irigasi (11|
11 Cakupan koordinasi % Laporan = jumlah rumusan Bagian SDA |
perumusan kebijakan Instansi/SKPD kebijakan di bidang Setda
lingkungan hidup Terkait lingkungan hidup x
100% : jumlah produk
hukum
Cakupan penggun = jumla luasan Badan Penyuluh
Berkembangnya pupuk orga penggunaan pupuk Katahanan Pang
produk organik.
pertanian organik Z
(=]
BadanPenyuluhay
KatahananPangaU
E
12 | Meningkatnya Produk Laporan Dinas
nilai KoperasiUMKM,peri
produksi Terkait dustrian
masing-masing Dan perdagangan=={
sektor pertanian . u_
% Laporan Dinas Koperasi
UMKM,perindustr@
Terkait an
perdagangan I.u
Dinas KoperasiIE
UMKM,perindustTg_
Danperdagangal
13 Dinas Koperasikﬁ
Meningkatnya UMKM,perindustri
shering Danperdaganga
sektor industri
pengolahan Dinas Koperasi
dan jasa dalam UMKM, perindustrian
struktur 3 00 % : jumla Dan perdagangan
PDRB terkait industri yg sudah ada
sebelumnya
14 | Meningkatnya Pesentase Jumlah % Laporan = Jumlah keluarga pra Badan KB dan
akses keluarga pra sejahtera Instansi/SKPD sejahtera dan pra Pemberdayaan
pemasaran bagi dan pra sejahtera 1 terkait sejahtera 1 x 100 % : perempuan
produkproduk jumlah keluarga
UMKM
15 | Terciptanya iklim | Persentse informasi PM % Laporan = Jumlah informasi PM Bagian Adm.
investasi dan promosi Instansi/SKPD | dan promosi x 100 % : Perekonomian
yang kondusif dan Terkait jumlah UMKM
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untuk mendukung Persentase iklim Laporan = Jumlah iklim investasi kantor PTSP
percepatan investasi dan realisasi % Instansi/SKPD | dan realisasi investasi x ¢
pertumbuhan investasi Terkait 100 % : jumlah investasi n_
ekonomi
= Jumlah rumusan |_u
Jumlah rumusan Laporan kebijakan, pelaporan dan Bagian Adm.
kebijakan, pelaporan Instansi/SKPD | pembinaan BUD x 100 Perekonomian
dan pembinaan BUD % Terkait % : jumlah BUD
aporan = Jumlah nilai PMDN kantor PTSP
Jumlah dan Nilai PMDN iISKPD dan PMA x 100 % :
serta PMA jumlah PMDN dan PMA
Jumlah usaha kecil Bagian Adm. Z
Perekonomian ==
F %
perorangan,
badan kolektif secara transp hasilan atau
an misi organisasi kep berwenang
ilitas/ pemberi amanah.
upaten Sidenreng Rappang s ang amanah
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BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab
IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1. Melihat dalam Manajem
Kabupaten Sidenr

Perencanaan Anggaran BAPPEDA
gunakan fungsi Perencanaan
(pengarah, alisasi pemborosan dan

perencanaan
penyusunan
aturan yang

kan dari pemerinrah P

ngan kebijakan pemeri i nan APBD,
sunan APBD, teknis dan hal-hal

51.2.D s erintah pada Perencanaan

Rappang te suai dengan

adilan  dan

rapkan prin

Perencanaan
Anggaran Pemerintah Daerah Di BAPPEDA Kab. Sidenreng Rappang (Manajemen

Syariah), maka saran yang yang dapat penulis kemukakan yaitu :

5.2.1. Kepada Pegawai yang terlibat langsung dalam Penyusunan Perencanaan

Anggaran selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat sehingga bisa
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5.2.2.

5.2.3.

meningkatkan rasa kepercayaan kepada masyarakat umum Dan lebih
mengedepankan nilai-nilai kejujuran, kepatutan dan keadilan agar sesuai
dengan Manajemen Syariah.

Diharapakan pada Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang untuk

meningkatkan anggaran ya n dengan visi misi Bappeda Kabupaten
Sidenreng Rappan
akukan pengkajian lebih
usnya mengenai kajian

eh Bappeda

PAREPARE
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